
; a. bahwa memperhatikan sural Ketua Penyelenggara Kelompok
Bermain (KB) Fajar Indah nornor 03/KB.F1/11I/2015tanggal 12
Maret 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 16 April 2015 ,
Kelornpek Bermain (KB) Fajar Indah Desa Cipaku Kecamatan
Kadipaten dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan
Kelompok Berrnain (KB).

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan
ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasienal, dipandang perlu diterbitkan izin
penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini Keiompok Bermain
(KB) Fajar lndah Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950' tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara R£3publikIndonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nemer 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provlnsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
'Nomor 2851);

2. Undang-undang Nemor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendldikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Ind.oneSiaTa?un 2003 Nom~
78, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4301) \____

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemetmtahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kaHdiubah terakhir dengan, Undanq­
Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nemer 32 tahun 2004 Tentang Pernerintaban
Daerah (lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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4. Undang·undang Nornor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintatr Pusat dan Peme-rintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun',20o.4 Nomor '126,
Tambahan Lembaran N~gara Republik lndonesla Nomoi"4438);
!. '1

5. P~raturan Pernerintah N;omor 19 Tahun 20.0.5Tentang' Standar
~.~sional Pend~dikan(Lembaran N'egaraRepubrtk Indonesia Tahun
20PS. Nomor 41 Tam~a~an Lembaran tfe~ara Republik lndonesla
Nornor 4496), sebagaiman'a telah dh.Hbahdenqan Peraturan
P~merintah Nomor 32 Tahun 20.13 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 200.5 Tent~J;OgStandar
Nasional Perididikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20.13Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410.); ,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 200.7Tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Dasrab
PlPvinsi, d~n ,Pemerirftah Kabupat~n/~ata (Lem:baran Neg,ara
R~publik Indonesia Ta~un 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran
.N~gara Republik IndonSsiaNomor 4737); ,

7 ,\
7. Peraturan Pemerintah Nemer 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran NeQara Republik !ndonesia Tahun
20.0.7Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4750);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 20.08Tentang Peridanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200.8
Nomor 91, Tambahan Lernbaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
4864); r

. .
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.Tentang Pengelolaan

d~n Periye1enggaraan Pendidikan (Tambahan Lembsran Negara
Republik Indonesia' Tahun 20.10 Nomor 23), sebagalmana tetah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
Tentanq Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tshun
2010. Tentang Penqelolaan dan' Penyelenggaraan Pendidikan
(ternbaran Negara Republik 'Indonesia tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor,5157)

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
58 Tahun 2009 Tentanq Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
20.13 Nomor 877); sebagaimana telah GUubahdengan Peratura.n
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 'Indonesia Nornor
84 Tahun 2014 Tentang Pendirtan Satuart Pendidikan Nonformal
(B.erita·Ne.garaRepublik lndonesla Tahun 2014 Nomor 1279);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majaiengka Nomor 2 Tahun 20.08
Tentang Urusan Pemerintah Oaerah Kabupaten Majaleng.ka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 200.8Nomor 2,
Tarnbahan Lernbaran Daerah Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tabnn 20.09
Tentang Organisasi Perangkat Daerah .Kabupaten M'ajalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 20.09'Nomor 10)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nornor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Oaerah Nomor 10. Tahun 20.0.9Tentang Orqanisasl
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
KabupatenMajal,engkaTahun 2011 Nemor 8).
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Tembusan:
1. Yth. Supati Majalengka
2. Yth. Oirektur Pembinaan PAUOOitjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Din.asPendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kadipaten

SUMIANTO, M.Pd

Ditetapkan Oi Majalengka
Pada Tanggal ,"y A~r'\ 2015

~~~.A DINAS PENDIDIKAN

KEEMPAT

KEDUA

Memberikan.izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada .
. Kelompok Berrnain (KS) Fajar Indah Oesa Cipaku Kecamatan
Kadipaten dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggu'nakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan

tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala

Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-Iambatnya 30

(tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
lzin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlak.uselama 3
(tiga) Tahun
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2922-Disdik tanggal
30 Mei 2011, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
'Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di
dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana
mestinya.
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